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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1. 
Latar  Belakang Penelitian

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka terutama mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.

Pelayanan publik atau sering disebut pelayanan umum, pelayanan masyarakat atau public service merupakan salah satu aktivitas pemerintah yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Opini masyarakat tentang berbagai aktivitas pemerintah dalam bidang pelayanan cenderung lebih banyak yang bernada negatif dibandingkan dengan yang bersifat positif. Hal ini tercermin dari banyaknya keluhan masyarakat tentang berbagai penyimpangan, baik dari segi biaya, prosedur, mutu, dan ketidakpastian waktu untuk suatu produk yang diinginkan. Berbagai keluhan tersebut banyak yang disampaikan melalui media massa cetak maupun elektronik, mulai skala lokal bahkan skala nasional karena dirasakan tidak atau kurang mendapat respons dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Fenomena belum terpuaskannya masyarakat dalam pelayanan publik yang ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat tersebut, secara umum terjadi di berbagai organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sukmaningsih (1997:5) bahwa “hampir segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh birokrasi pemerintah dalam kehidupan sehari-hari baik listrik, PAM, telepon, KTP, IMB seringkali berakhir dengan kekecewaan”.

Salah satu jenis layanan publik adalah pelayanan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Dipilihnya pelayanan air minum sebagai tema dalam penelitian ini, karena penulis menyadari betapa pentingnya peranan air minum dan air bersih dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada seorang manusia yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa mengkonsumsi air bersih, baik untuk diminum maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kenyataan ini diperkuat oleh pendapat Roth (dalam Farnham et.al. 1993 : 18) yang menjelaskan sebagai berikut : 

How much water do people require ? Individual country data show a minimum uses water of about 5 liters per person per day for seven countries. Individual water consumption of 5 liters per day is about the minimum necessary to sustain life. 

Fungsi dan peranan air bersih lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia. Air bersih juga berfungsi sebagai kebutuhan vital dalam menggerakkan berbagai aktivitas perekonomian, seperti : perhotelan, rumah sakit, industri, hiburan, perkantoran dan sebagainya.

Khususnya di wilayah perkotaan termasuk di berbagai kawasan industri, nilai air bersih tidak lagi sebagai barang bebas yang dapat diperoleh kapan dan dimana saja, akan tetapi telah menjadi komoditas ekonomi (economic goods). Untuk memperoleh sejumlah air bersih guna memenuhi kebutuhannya, orang harus bersedia melakukan pengorbanan tertentu. Sehubungan dengan hal ini Savas (dalam Farnham et.al. 1993: 31) menegaskan bahwa :

To make water available how, when, and where consumers demand it, economic resources (human, capital, and knowledge) generally have to be applied to the natural resources. Water is thus granted the status of some economic goods.

Dengan demikian disadari bahwa peranan air bersih sebagai alat pemenuhan kebutuhan sudah menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual relatif tinggi (tradeable) sebagai consumers goods. 

Alasan tersebut semakin mendorong berkembangnya berbagai usaha di bidang pengolahan dan pelayanan air bersih secara komersial, terutama air minum dalam bentuk kemasan botol atau galon yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi persaingan dalam bidang usaha pelayanan air minum dewasa ini semakin ketat. Kondisi ini mulai menggeser  dominasi PDAM atas pelayanan air bersih khususnya air minum, sehingga merupakan tantangan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan sekaligus mengikat kesetiaan masyarakat sebagai pelanggannya. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Kristiadi (1998:3) bahwa :

Pentingnya perhatian terhadap aspirasi kepentingan pengguna jasa, pelanggan atau masyarakat tidak diragukan lagi. Bahkan salah satu alternatif paradigma tentang daya saing organisasi, baik privat maupun publik adalah semakin menekankan bahwa siapa saja yang ingin bertahan dalam persaingan haruslah dapat menjadikan barang dan jasanya yang memiliki nilai tertinggi di mata pelanggannya.

Dikaitkan dengan pelayanan air bersih, pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang terus meningkat, menuntut adanya berbagai antisipasi oleh pihak PDAM. Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan umum serta mengejar pendapatan dari hasil penjualan jasa layanan air bersih, PDAM Kota Bandung semakin dihadapkan pada tantangan untuk senantiasa memperbaiki mutu pelayanannya dengan orientasi pada upaya pemenuhan dan peningkatan kepuasan masyarakat (customer satisfaction oriented), sehingga semakin dapat menumbuhkan kepercayaan sekaligus mengikat kesetiaan masyarakat. 

Kualitas pelayanan yang diberikan PDAM Kota Bandung ternyata belum memberikan kepuasan kepada para pelanggan karena masih ada pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari bagian hubungan langganan di PDAM Kota Bandung dapat diinventarisir adanya berbagai bentuk keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat  seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.

Data Pengaduan Pelanggan  PDAM Kota Bandung

Periode tahun 2003

	No.
	Wilayah
	Jumlah Pengaduan

	
	
	Januari
	Februari
	Maret
	April
	Mei

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	Bojonagara

Cibeunying 

Karees 

Tegalega 

Ujung Berung

Gedebage 
	230

447

217

251

  58

177
	277

513

237

343

  72

198
	286

504

220

356

  79

172
	261

509

227

301

  79

161
	131

607

315

395

115

162

	Jumlah
	  1380
	  1640
	  1617
	  1538
	  1725


   Sumber : PDAM Kota Bandung, 2003.

Pengaduan pelanggan seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berkaitan dengan ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima, baik dalam hal biaya/tagihan pemakaian air, waktu penyelesaian masalah/keluhan dan juga sikap maupun perilaku aparat. Keluhan tersebut juga sering diekspos di media massa lokal, karena dianggap kurang mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Memperhatikan uraian di atas, terlihat bahwa PDAM kota Bandung sedang dihadapkan pada permasalahan mengenai belum terwujudnya kepuasan masyarakat yang tercermin dari masih banyaknya keluhan tentang berbagai aspek berkenaan dengan pelaksanaan tugas PDAM kota Bandung sebagai pengelola jasa air minum dan air bersih. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi, karena pemerintah (unit kerja publik) bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pelanggannya. Kiranya hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian, dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BANDUNG.

1.2.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka  masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?


Selanjutnya masalah pokok ini dirinci dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut :
1. Seberapa besar pengaruh dimensi Tangible (Bukti Fisik) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi Reliability (Keandalan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi Responsiveness (Ketanggapan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?
4. Seberapa besar pengaruh dimensi Assurance (Jaminan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?
5. Seberapa besar pengaruh dimensi Emphaty (Empati) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung ?
1.3.
Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi serta mengolah dan menganalisisnya tentang kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh dimensi Tangible (Bukti Fisik) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh dimensi Reliability (Keandalan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh dimensi Responsiveness (Ketanggapan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh dimensi Assurance (Jaminan) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh dimensi Emphaty (Empati) terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

1.4.
Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam tentang konsep kualitas pelayanan dan konsep kepuasan pelanggan. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan sistem pelayanan umum (Public Service).

2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan, khususnya bagi para pengambil keputusan di lingkungan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung dalam usaha perbaikan mutu pelayanan dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian serupa dimasa mendatang.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1.
Kerangka Pemikiran

Pada organisasi pemerintah, masalah pelayanan merupakan hal yang penting karena menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan dan melibatkan seluruh aparat pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Oleh karena itu Dale (dalam Saefullah, 1999:5) menyatakan bahwa aparat birokrasi atau birokrat adalah “the civil servant”. Aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara haruslah melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, didalam GBHN tahun 1999-2004 salah satu misinya adalah perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan/jasa publik serta terjadinya peningkatan kesadaran akan hak-hak sebagai warga negara, maka pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah makin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam arti sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era perdagangan bebas, organisasi pemerintah harus mampu pula bersaing dengan perusahaan sejenis. Peranan pelayanan pada setiap kegiatan usaha tampak semakin penting bahkan sangat menentukan dalam upaya merebut simpati dan kepercayaan masyarakat/pelanggan. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Osborne dan Gaebler dalam tulisannya Reinventing Government (1992 : 182) mengemukakan suatu pemikiran tentang “transformasi semangat entrepreneurship kedalam public sector, dimana pelayanan pemerintah pada masyarakat mencontoh pelayanan perusahaan pada pelanggannya. Sekalipun suatu perusahaan mempunyai modal yang melimpah ruah dan menguasai teknologi yang canggih, tetapi tidak mungkin perusahaan itu bisa hidup terus tanpa mempunyai pelanggan yang setia dan penuh perhatian. Ini memberikan isyarat bahwa selama ini pelayanan yang diberikan oleh perusahaan swasta kepada pelanggannya jauh lebih baik daripada pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kepada masyarakatnya. Realitas demikian memerlukan kepedulian dari pemerintah, agar masyarakat memperoleh pelayanan yang prima”.

Untuk memperbaiki kondisi seperti diuraikan diatas, maka pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Kompetensi Pelayanan Prima, yang selanjutnya dipertegas dengan Instruksi Presiden RI Nomor I/1995 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga menaruh perhatian yang serius pada perbaikan kualitas pelayanan aparat guna memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pelanggan jasa publik. 

Adapun cakupan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah meliputi banyak bidang dan jenis. Dalam lingkungan pemerintah daerah, pelayanan  yang diselenggarakan juga sangat luas. Salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah adalah pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM. Pelayanan yang dilakukan PDAM disini diletakkan dalam konsep pelayanan publik (public service) pada umumnya. Dengan demikian kerangka pemikiran tentang kualitas pelayanan PDAM akan diletakkan dalam kerangka teoretik kualitas pelayanan publik. Menurut Tjiptono (2000 : 2) konsep kualitas menunjuk pada beberapa makna, yaitu :

1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan;

2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan;

4. Bebas dari kerusakan atau cacat;

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;

6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal;  dan

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Sementara itu menurut Montgomery (1990 : 9) bahwa “quality is the extent to which product meet the requirements of people who use them”. Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 2000 : 51) mengartikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Konsep pelayanan umum, menurut Saefullah (1999 : 5) yaitu : “pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan”. Pamudji (1994 : 21-22) mengartikan pelayanan umum sebagai “kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa”. Pendapat itu terlihat bahwa masalah pelayanan terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hal-hal tertentu.

Dalam hal pelayanan pemerintah, sebutan pelanggan identik dengan masyarakat oleh karena pelayanan tersebut memang ditujukan bagi masyarakat. Adapun menurut Tjiptono (2000 : 5) “kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat bervariasi dari pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain, walaupun pelayanan yang diberikan konsisten”. Dengan kata lain, “kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja kualitas pelayanan” (Olsen dan Wyckoff dalam Zulian Yamit, 2001:22) 

Perlu dikemukakan tentang dimensi-dimensi yang terdapat dalam konsep kualitas pelayan publik. Mengenai hal ini, Parasuraman, Zeithaml, and Berry, (1988 : 23) mengemukakan 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Tangibles. The appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials.   
2. Reliability. The ability to perform the promised service dependably and accurately: 

3. Responsiveness. The willingness to help customers and to provide prompt service. 

4. Assurance. The knowledge and courtesy of employee and their ability to convey trust and confidence.
5. Empathy. The provisions of caring, individualized attention to customers.
Perhatian terhadap kepuasan masyarakat sebagai pelanggan muncul seiring dengan perubahan pandangan dalam bidang manajemen kualitas tradisional ke manajemen kualitas modern dalam rangka menaikkan purna jual suatu produk dalam bidang bisnis. Sebagaimana dikemukakan Gasperz (1997 : 12-13) bahwa “Manajemen tradisional berorientasi pada produk dengan berfokus pada aktivitas inspeksi, sedang dalam manajemen kualitas modern berorientasi pada pasar dengan berfokus pada kepuasan pelanggan”.

Sejalan dengan itu, Tjiptono (2000 : 54) menyatakan bahwa :

Pandangan tradisional seringkali hanya berfokus pada pencapaian produktivitas dan profitabilitas dengan mengabaikan aspek kualitas. Dalam perdagangan  bebas, perhatian suatu perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada produksi, tetapi selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan pelanggan.


“Kualitas pelayanan dicirikan oleh tumbuh dan terciptanya kepuasan masyarakat” (Garna, 1996:268) atau “kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan kepuasan pelanggan” (Gaspersz, 1997:5 ; Tjiptono, 2000:54). Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan atau pada suatu organisasi publik. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan (organisasi publik) untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan pelanggan. Dari ikatan jalinan tersebut pula, perusahaan (organisasi publik) memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Dengan demikian, perusahaan (organisasi publik) dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu “tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya” (Lukman, 1999:163). 

Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001 : 233) kepuasan yaitu “tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan  dibandingkan dengan harapan pelanggan”. Pendapat lain dinyatakan oleh Day (dalam Tjiptono, 2000 : 146) bahwa kepuasan atau ketidak puasan adalah “respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan”. Jadi, tingkat  kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan, dengan kata lain tingkat kepuasan sangat tergantung pada kualitas suatu produk/jasa.

Berpedoman pada berbagai pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah perasaan senang yang dirasakan oleh pelanggan setelah membandingkan persepsinya tentang pelayanan yang diterima dengan harapannya.


Untuk mengetahui pengukuran terhadap kepuasan pelanggan diperlukan media yang dapat memberitahukan pengetahuan tentang apa yang hendak diketahui. Rumusan ini dikenal dengan teori stimulus-respon (Hennesey, 1990:117). Untuk itu, akhir-akhir ini telah dikembangkan suatu ukuran yang disebut soft measures. Dikatakan soft sebab berfokus pada persepsi dan harapan, dan “salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa adalah kuesioner” (Supranto, 1997:5).

 
Dengan berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dalam tulisan ini, digunakan persepsi dan harapan sebagai tolok ukurnya, untuk kemudian dicari rasio atau perbandingan antara keduanya. Asumsi dasarnya adalah semakin besar rasio yang diperoleh semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, begitu pula sebaliknya.


Selanjutnya, bila pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya, ada kemungkinan besar  pelanggan kembali akan menggunakan layanan/jasa yang sama. Tetapi, bila kepuasan pelanggan rendah dapat berakibat adanya kemungkinan pelanggan tidak kembali memanfaatkan pelayanan yang sama bila di kemudian hari membutuhkannya, sama halnya dengan jika pemerintah tanggap terhadap keinginan rakyatnya, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat menimbulkan kepuasan masyarakat, akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sebaliknya, “pelayanan yang tidak berfokus pada kepuasan masyarakat dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada kinerja  pemerintah, bahkan  kumulatif bisa membangkitkan gerakan rakyat mulai dari sas-sus, unjuk rasa sampai pada pembangkangan civil”  (Ndraha, 1998:34). Jadi, nilai yang diperoleh oleh organisasi publik dari pelanggan/masyarakat adalah kepercayaan.


Dari seluruh uraian yang dikemukakan di atas, terkandung pengertian bahwa pemerintah sebagai produser melalui organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan, kemudian pelanggan mengevaluasinya dengan membandingkan antara persepsi dan harapannya. Terhadap pelayanan yang berkualitas pelanggan merasa puas, sebaliknya bila pelayanan tidak berkualitas menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Dari evaluasi tersebut yang menimbulkan tingkat kepuasan pelanggan akan menjadi umpan balik (feed back) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap organisasi publik yang bersangkutan.       

Kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PDAM Kota Bandung










Sumber : Modifikasi dari Philip Kotler, Marketing Management, 1997.

1.5.2.
Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

 “Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap  kepuasan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung”.


Berdasarkan hipotesis utama di atas ditentukan sub hipotesis sebagai berikut :

1. Dimensi Tangible (Bukti Fisik) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

2. Dimensi Reliability (Keandalan) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

3. Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

4. Dimensi Assurancee (Jaminan) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

5. Dimensi Emphaty (Empati) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

Pemerintah (PDAM)
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